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ABSTRAK 

 

EFEKTIVITAS DAN MANFAAT PIDANA DENDA DALAM 

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN 

 
OLEH 

 ADI SEPRI DIAN HARJI 

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui efektivitas dan manfaat pidana 

denda dalam penanggulangan tindak pidana kejahatan. Untuk itu 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah manfaat pidana 

denda dalam upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan   dan Apakah 

efektif pelaksanaan pidana denda dalam upaya penanggulangan tindak 

pidana kejahatan. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum normatif 

yang bersifat deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. 

Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Manfaat pidana denda 

dalam upaya penanggulangan tindak pidana  korupsi adalah : a. tidak 

menimbulkan stigma atau cap jahat bagi terpidana, b. Dapat dihindarinya 

pengaruh-pengaruh buruk dari penjara, c. Negara mendapatkan pemasukan, 

d.  Proses pelaksanaan hukumnya lebih mudah dan murah Dan Efektivitas 

pelaksanaan pidana denda dalam upaya penanggulangan tindak pidana 

korupsi, harus dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana 

korupsi, karena selain membayar denda, pelaku tindak pidana korupsi juga 

harus menjalani pidana penjara dan mengembalikan kerugian keuangan 

negara, apabila pidana denda tidak dibayar harus menjalani pidana 

kurungan. Namun dalam kenyataan pidana ganti kerugian (denda) kurang 

efektif karena tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana 

korupsi, hal ini terbukti dengan masih banyaknya tindak pidana korupsi 

yang terjadi di Indonesia. 

 

 

Kata kunci : Denda, Tindak Pidana, Kejahatan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam membicarakan hukum 

pidana adalah masalah pemidanaan atau penjatuhan pidana. Dlihat sebagai 

bagian dari mekanisme penegakan hukum maka masalah pemidanaan atau 

penjatuhan pidana tidak lain adalah merupakan suatu proses kebijakan yang 

sengaja direncanakan, artinya didalam masalah pemidanaan atau penjatuhan 

pidana itu untuk benar-benar terwujud direncanakan melalui beberapa tahap 

yaitu: 

1. Tahap penetapan pidana oleh pembentuk undang-undang, 

2. Tahap penjatuhan pidana oleh badan yang berwenang, dan 

3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang.1) 

Dilihat dari proses penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan 

pidana itu diharapkan merupakan sutau jalinan mata rantai yang saling 

berkaitan dalam suatu kebulatan sistem. 

Kebijakan penetapan sanksi pidana tidak dapat dipisahkan dari 

tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhan yaitu: “Perlindungan 

                                                           
 1) Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, 2001,  Teori-teori   dan   

kebijakan  Pidana, Alumni, Bandung, hlm 91 
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masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”, maka tahapan pidana justru 

harus merupakan tahapan perencanaan yang matang mengenai tindakan-

tindakan apa yang seharusnya diambil dalam hal pemidanaan apabila terjadi 

suatu perbuatan melanggar hukum. Dengan perkataan lain tahapan ini 

merupakan tahapan perencanaan strategi dibidang pemidanaan yang 

diharapkan dapat memberikan arah kepada tahapan-tahapan berikutnya 

yaitu tahapan penerapan dan pelaksanaan pidana dalam arti konkrit. 

 Suatu pemidanaan pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan 

penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. 

Oleh karena itu pelaksanaan pidana tidak boleh melebihi keadaan-keadaan 

yang secara limitatif dilarang oleh sanksi-sanksi tertentu. Dengan kata lain 

pemidanaan merupakan suatu sanksi yang bersifat subsider, baru dan akan 

diterapkan apabila sanksi-sanksi lain tidak dapat menanggulangi keadaan. 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, jenis pidana 

yang mengancam terhadap pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 10 

KUHP, yaitu: 

a. Pidana pokok 

1. Pidana mati, 

2. Pidana penjara, 

3. Pidana kurungan, 

4. Pidana denda 

b. Pidana tambahan 
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1. Pencabutan hak-hak tertentu, 

2. Perampasan barang-barang tertentu, 

3. Pengumuman putusan hakim 

  Dari jenis-jenis pidana pokok yang diancam terhadap pelaku tindak 

pidana, yang paling tidak disukai adalah pidana pencabutan atau 

perampasan kemerdekaan yaitu pidana penjara dan pidana kurungan. 

Banyak kritik yang ditujukan pada jenis pidana ini, baik dilihat dari 

keberadaannya maupun akibat-akibat lainnya yang menyertai atau 

berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang. Meskipun 

demikian banyak kritik yang ditujukan pada pidana pencabutan 

kemerdekaan seseorang yang paling banyak diancamkan. 

 Tujuan serta alasan pembenar dari pidana pencabutan   kemerdekaan  

adalah  untuk  melindungi  masyarakat. Tujuan ini    hanya dapat dicapai 

bila selama masa hilangnya kemerdekaan itu diarahkan sebanyak mungkin 

agar terpidana dapat kembali kepada masyarakat. 

  Berkaitan dengan dengan pidana perampasan kemerdekaan jangka 

pendek ini. Sudarto pada waktu membahas konsep Rancangan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1972, menyatakan ; Sudah jelas 

dalam konsep ini terkandung filsafat pembinaan, dalam pembinaan si 

pembuat.  

 Salah satu Konsekuensinya ialah bahwa tidak dikendakinya pidana 

pencabutan kemerdekaan yang pendek, karena memang benar tidak 
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mungkin dilakukan pembinaan dengan hasil yang baik apabila masa 

pembinaannya terlampaui singkat.2) 

  Jadi walaupun pidana penjara atau pidana kurungan berjangka 

pendek, hal ini justru akan merugikan sebab disamping terjadinya hubungan 

yang tidak diinginkan, pidana penjara atau pidana kurungan jangka pendek 

jelaslah tidak mungkin untuk mengadakan pembinaan kepada terpidana 

disatu pihak dan dipihak lain akan menimbulkan suatu stigma atau cap 

jahat. 

  Sehubungan dengan kenyataan-kenyataan tersebut diatas- maka 

tindakan yang harus diambil adalah mencari serta merumuskan dengan teliti 

alternatif   pidana   pencabutan   atau perampasan kemerdekaan dan Salah 

satunya adalah dengan mengefektifkan pidana denda sebagai alternatif 

dalam memberikan balasan atau memulihkan keadaan, disamping pidana 

badan tetap dipertahankan keberadaannya. 

  Disadari pula dengan perkembangan delik-delik baru di dalam 

masyarakat sebagai akibat datri perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta meningkatnya tarap kehidupan masyarakat sebagaimana 

yang dikemukakan oleh YE. Lokollo dengan mengacu pada beberapa 

kepustakaan bahwa perkembangan pidana denda tidak saja mengenai 

                                                           
 2) Sudarto, 2006, Suatu   Dilema  Dalam  Pembaharuan  Sistem  

Pidana Indonesia, PSHM FH UNDIP, Semarang, hlm 10 
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banyak penggunaaan pidana denda, akan tetapi juga mengenai besarnya 

minimum denda dan maksimum denda. 

   Selanjutnya dikemukakan bahwa pemyebab perkembangan pidana 

denda antara lain disebabkan oleh membaiknya secara tajam tingkat 

kesejahteraan masyarakat dibidang materiil dan kemampuan finansial pada 

semua golongan masyarakat sebagai akibat perubahan watak (karakter)dari 

kriminalisasi. Maka selain ganti kerugian posisi denda akan mempunyai 

kedudukan yang lebih penting dan banyak berperan dalam sistem pidana 

dan pemidanaan.3) 

   Disamping itu sering pula diungkapkan berdasarkan hasil-hasil 

penelitian, pidana denda merupakan jenis pidana yang paling efektif dan 

lebih   penting   sebagai   alternatif   lain   dari   pidana   pencabutan  atau 

Perampasan kemerdekaan, namun dipihak lain khususnya dalam praktek 

peradilan di Indonesia, pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang 

jarang dijatuhkan oleh para hakim. 

 Keinginan untuk menelusuri lebih jauh segala sesuatu yang ada 

hubungannya dengan hal tersebut di atas, telah menjadi motif sekaligus 

latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya dituangkan 

kedalam bentuk skripsi dengan judul: EFEKTIVITAS DAN MANFAAT 

PIDANA DENDA  DALAM PENANGGULANGAN TINDAK 

PIDANA KEJAHATAN 

                                                           
 3) Ibid., hlm 17 
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B. Permasalahan 

 Yang menjadi permasalahan adalah: 

1. Apakah manfaat pidana denda dalam upaya   penanggulangan tindak 

pidana ? 

2. Bagaimana  efektifitas  pelaksanaan pidana denda dalam upaya 

penanggulangan tindak pidana ? 

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

 Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran 

terhadap manfaat dan efektivitas pidana denda dalam penanggulangan 

tindak pidana kejahatan, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula 

hal-hal lain yang ada kaitannya. 

 Tujuan penelitian adalah untuk mencari kejelasan mengenai manfaat 

pidana denda dalam upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan dan 

efektif pelaksanaan pidana denda dalam upaya penanggulangan tindak 

pidana kejahatan, guna melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh 

selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. 

  Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai bahan tambahan 

informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus 

merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater. 
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D. Kerangka Konseptual  

 Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata 

tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan 

oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman trhadap pelaku tersebut adalah 

perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.  

 Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus 

dibayarkan dalam jumlah tertentu. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya 

menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian  

komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan 

sistematis sebagai karya ilmiah. 

 2. Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas 

permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari : 

a. Bahan hukum primer diantaranya adalah : 

1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah : 

1) Bambang Poernomo, Asas-asas  Hukum  Pidana. Jakarta: Ghalia  

Indonesia, Jakarta.  
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2) Hari Sasangka, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan 

Praperadilan Dalam Teori dan Praktek, Maju Mandar, Bandung. 

3) Harahap M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan 

KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta. 

4) Laden Marpaung, Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana, Sinar 

Grafika, Jakarta. 

c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah : 

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka 

3. Teknik Pengolahan Data 

 Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular 

yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan. 

 Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum  sosiologis dan bersifat 

empiris  yang tidak bermaksud menguji hipotesa. 

 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas 

permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum  primer, bahan 

hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan kedudukan akta yang dibuat 

notaris dalam jaminan fiducia. 

 Teknik pengolahan data  dilakukan dengan cara menganalisis data 

tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpula 

 

 

 

 



9 
 

 

F. Sistematika Penulisan 

 Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan ini secara keseluruhan 

tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab. I.    Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang 

lingkup dan tujuan, kerangka konseptual,  metode penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

Bab. II,    Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan 

mengenai Sejarah dan Perkembangan Pidana Denda, Pidana Denda dalam 

Pemidanaan  dan Pengaturan Pidana Denda  

Bab. III  Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian 

secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti 

mengenai manfaat pidana denda dalam upaya penanggulangan tindak 

pidana kejahatan  dan Efektivitas pelaksanaan pidana denda dalam upaya 

penanggulangan tindak pidana kejahatan   

Bab. IV.  Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan 

skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran. 
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